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ABSTRAK 

 

Devi Natalia. 20161015097. Tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 menurut 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi 

(studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.SUS/2011, dan Putusan 

Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015) 
  

Dalam penelitian ini adalah 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, berapa tahun 

sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana 

korupsi putusan Mahkamah Agung  No. 260 PK/Pid.Sus/2011. Kedua, apakah 

hak-hak politik terdakwa dapat dicabut sebagai hukuman tambahan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian 

menghasilkan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, pidana penjara 

selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 

64.075.000,- (Enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh 

lima ribu rupiah). Kedua, hak politik terdakwa dapat dicabut sebagai hukuman 

tambahan. 

Hasil penelitian ini menghasilkan 2 (dua) saran yakni sebagai berikut; Pertama, 

dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya 

diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat 

dikembalikan lebih diutamakan oleh hukum ketimbang mengedepankan 

perampasan kemerdekaan pelaku. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat 

diterapkan menurut pendekatan restoratif justice yaitu pertama pemulihan 

kerugian negara dalam bentuk pemidanaan dalam bentuk kerja paksa bagi pelaku 

korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara dan pengenaan sanksi sosial. Kedua, 

perlu dilakukan revisi undang-undang, bahwa pejabat publik yang telah 

melakukan korupsi, untuk tidak diberi celah sedikitpun kembali menduduki 

jabatan publik. Hal ini sangat penting agar tidak melakukan hal yang sama untuk 

kedua kalinya. politik bagi mantan koruptor yang ingin mencalonkan kembali 

jabatannya. 

 

 

Kata kunci: Penerapan, Pasal 2 dan Pasal 3, Sanksi hukuman, Pencabutan hak  
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ABSTRACT 

 

Devi Natalia. 20161015097. Corruption Acts 2 and article 3 under Law No. 31 of 

1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption eradication Crimes (case 

study: Supreme Court ruling No. 260 PK/Pid. SUS/2011, and Supreme Court 

ruling No. 285 K/PID. SUS/2015 ) 
 

In this study were 2 (two) research issues. Firstly, How many years of criminal 

sanction can be imposed on the defendant in the case of corruption of the 

Supreme Court ruling No. 260 PK/Pid. Sus/2011. Secondly, whether political 

rights of the defendant may be revoked as an additional penalty. The method used 

in this study is a juridical-normative method. The Study resulted in 2 (two) 

sympulsion as follows. First, imprisonment for 20 (twenty) years and pay a 

substitute of Rp 64,075,000,-(sixty four billion one hundred and thirty seven 

million seventy five thousand rupiah). Secondly, the defendant's political rights 

may be revoked as an additional penalty. 

The results of this study resulted in 2 (two) suggestions as follows; Firstly, in the 

context of corruption crimes, the focus of legal attention should take precedence 

on how the losses of the country inflicted can be returned in greater precedence 

by the law rather than prioritize the perpetration of independence of actors. For 

perpetrators of corruption crime that can be applied according to a restorative 

justice approach that is the first recovery of state losses in the form of the EAS in 

the form of forced labor for corruption actors whose results are seized for the 

country and the imposition of social sanctions Secondly, It is necessary to revise 

the law, that public officials who have committed corruption, not to be given a 

gap back to the public office. It is very important not to do the same thing a 

second time. The former, who wanted to re-nominate his post 
 

Keywords: application, article 2 and article 3, penalty sanction, revocation of 

rights. 
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